
a. Bahwa dengan aemakf.n menf.ng - katnya laju pertumbuhan pen- 
duduk dan perkembangan Daerah 
berkat keberhasilan program 
Pemerintah di bidahg pernbangun, ... 
an, maka untuk meningkatkan , 
kesejahteraan rakyat· yang se- bag:Lan besar berada di pedesa 

. an, dip·andang pe'rlu menin.gk-a! 

t1enimbang : 

PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN DAER.AH TINGKAT II SEMARANG 

NOMOR ? TAHUN 1985 
TEN TANG 

SUSUNAN ORGANISAS! DAN TATA KERJA 
RUKUN 'TETANGOA DAN ROKON WARGA DALA~ 
WILAY AH KABJPATEN DAERAH TINOKAT II 

S~ARANG 
DENGAN RAKHMAT TT.JHAN YANG ¥ANA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINCEAT II SEMARANG 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TIN(l{AT II SEMARANG 

N01'f0R 6 TAHUN 1986 SERI D NOMOR 5 
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kan keiku t sertaan masyarakat 
· dalam pe Lekaenaan pemban gunanj 

b, Bahwa un tuk , membantu kelancar. 
an dan kelangsungari penyeleng 
garaan Pemerintahan dan pe- 
Laks an aan pemban gunarrj per enan 
Rukun Tetangga dan Rukun War- 
ga -sangat beaar art1nya dal.em 
uaaha ikut menggerakkan :part!_ 
sip~i penduduk di lingkungan 
nya. masing-masing untuk ikut 
eerta beruaaha mem.ban tu pe- 
laksanaan tugas-tuga.s pemerin 
t ahan , pembangunan dan ke- 
masyarakatan serta ketertiban 
ke rukunan dan ke amenan an t ar a 
sesama warga penduduk; 

c. Bahwa kehidupan l'\lmah tangga menjadi dasar kehidupan kelu- 
ar-ga dan ·masyarakat, berhubun£; 
dengan i tu organisasi kemaay~ 
rake.tan Rukun Tetangga dan 
Rukun Warga. perlu dilestari - 
kan , di tata dan di tingkat.kan 
pen day agunaanny a; 

d .. Bahwa be rhu bun g dengan i tu 
perlu dikeluarkan Peraturan ~ 
Dae rah yang men ga tur Rukun T~ 
tangga dan Rukun Warga dalam 
wilay ah Ka.bu pa ten nae rah Tin,g. 
kat II Semarang. · 

Mencr-tngat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 
· 197 4 ten tang Pokok-Pokok .: Pe~ 
merintahan di Daerah; 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 
1950 ten tang Pembentukan Dae- 
rah-Daerah K abupa ten dalam 
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Dengan persetujuan Dewan. Perwakilan. Rakyat 
Daer-ah Kabupaten Dae rah Tingkat · II Semarang .• 

MEMUTUSKAN 

3 

.\'_.:ti~'.i~':·~ari Prc;,pinsi Jawa Te- 
ngah; · · ·· · · ··· 

3 •. Un~ajlg~uridang Nomor 5 Tahun .. 
1979 tentarig Pemerintahan !)!, 
sa; · 

4. Keputusan bersama ~enter~ b~ 
lmn Negeri, t1.enter1 Penerans 
an dan ~enteri ·soaial tang - 
gal 25 Juni 194? tentang Pe- 
doman Umum Rukun Tetangga - 
(RT) dan Rukun Kampung (RK); 

5. Peraturan ~enteri Dal.am Ne&!, ri Nomor 7 Tahun 1983 ten- 
tang Pembentukan Rukun Te- 
tangga dan Rukun_ Warga; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten - 
Daerah Tingkat Il Semarang Nomor 2 Tahun 1983 tentang 
Susunan Organis~i dan · Tata 
Kerja Pemerintah Kelurahan; 

7. Pe.raturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Semarang 
Nomor 3 Tahun 1983 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata 
~erja Pemerintah Desa dan Pe 
rangkat Desa; · · · - 

8. Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Semarang 
Nomor 6 'l'ahun 1983 · ten tang 
Pembentukan Dusun dalam Desa 
dan Lingkungan dalam Kelurah 
an. . 



r, 

a~ Pemerintahan adalah·Pemerintah P~sat, Pe- 
merinta·h Propinai Daer-ah Tingkat I . Jawa 

Tengah dan Pemerintah Kabupaten Daerah 
Tingkat !I Semarang; 

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupat1 Kepo.la 
Dae rah Tingkat II. Semarang; 

e, Desa adalah suatu Wilayah yang di temps.ti oleh sejumlah penduduk sebaga:1 kesatuan 
masy araka t termaeuk di dalamny a pemerin - 
tahan terendah langsung di bawah Camat 
dan berhak menyelenggarakan rumah tangga- nya sendiri dalarn· Jkatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

d, Kelurahan adalah suatu wilayah yang d:1- 
tempati oleh sejumlah penduduk yang mem- 
punyai. organisasi pemerintahan terendah 
langsung di bawah Camat, yang tidak ber- 
hak. menyelonggar?kan runah tangganya sen- 
diri; 

e , ·Keputusan Kep·ala Deaa' ada.lah semu-a Kepµ.t~ 
. 'an yang me rupakan :pelaksBhaan d.ari Kepu tu§. 

an Desa dan kebijakstmaan Kepala Desa yang. 
·menyangkut pemerintehan dan pembangunen di 
Desa sepanjang tidak berte~tangan de.ngan 

·kepentingan urnum maupun per:aturan per- 
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ngan : 
1)2am Peraturan Daerah in1 yang ·d:1.maksud de- 

.. 
BAB I 

KETENTUAN U~ 
Pasal 1 

: SUSU.N'AN: OROAMISASI DAN TATA 
, ~ERJA RUJ{UN TETANGGA DAN RUKUN 

.. W,A:SGA·, DALAM. WILAYAH . KABUPATEJI'. 
DAER.AH TJN<ICAT II SEWARANG. 

Menetapkan 

. •, . 



undang-undangan yang ber.laku; 
f. Keputusan Kepala Kelurahan adal'ah semua 

Keputuean yang merupakan pelaksanaan dari 
Keb1.jaksanaan Pemerintah atasennya dan 
kebi~aksanaan Kepala Kelurahan yang me- 
nyan~ut pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan sepanjang tidak bertentarigan d§. 
n~ kepentingan umum maupun peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

. g. Rukun Tetangga dan Rultun· Warga .selanjut - 
nya disingkat RT den RW adalah Qrpnisasi 
mas:,arakat yang diakui dan dibina oleh 
Pemerintah untuk memelihara dan melestar1 
kan nilai-nilai kehidupan masyarakat In~ 
nesia yang berdasarkan kegotons royongan . 
dan kekeluargaan serta untuk membantu me- 
ningkatkan ke Lan car-an pelaksanaan tugas 
pemerintahan, pernbangunan dan kemasyara - 

·katen di Desa dan Kelurahan; 
h. Periduduk setempat adalah setiap orang, b~ 

ik Warga Negara Republik Indonesia maupun 
o·rang Ming yang bertempat tinggal tetap 
di dalam 'llilaya~ ·Rukun Tetangga dan Rukun 
W~rga yang bersangkutan; 

1. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab - 
anggota. keluarga yang secara kemasyaraka!· 
an terdaftar dalam Kartu Keluarga; 

j. Dusun adalah bagitm wilayah Dalam Desa 
yang merupakan lingkungan 'ker ja pelaksan!; 
an pemerintahan Desa; 

k , Lingkungan adalah bag1.an ri.lay_ah dalam K!, 
lurahan yang merupakan lin~ungan kerja 
pel aksanaan peme.rin tahan R' elurahan; 

1. Swadaya masyarnkat adaf.ah ke~af!'!puo.n dari 
suatu kelompQk masyarakat dengan kesadar- 
an dan inisiati f ee.n·diri men.gadakan ihti- 
ar ke ar ah pemenuhan kebutuha.n jruiigta 
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• A ZAS, MAKSUD, TU JUAN DAN PD-'BEN'roK AN 
Pasal 3 

!T dan RW bar-azaskan Pancasila dan berlanda&· 
kan Undang-Un¢nng Dasar 1945. 

BAB II 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) RT. dan .RW adalah organisasi kemasyarak~ 
an di Deea/Kelurahan yang diakU:1 dan di- 
bina oleh Pemerin tah yang dalam pelaksa- 
naen tugasnya memban tu pelaksanaan tu gas 
Pemerintoh Desa dan Pemerintah Kel~rahan 

( 2) RT dan RW bukan me rupak an tingkatan da- lam jenjang pemerintahan, nanmn keboracl.Jl 
annya diakui oleh Pemerintah. 

BAB III 

..... 

pendek maupun jangka. panjang yang dirasa- 
kan dalam kelompok masyaraka.t i tu; 

m. Gotong royong adalah bsn tuk kerja aama 
yang spontan dan sudah melembaga serta 
men gsn dung unsur-unsur timbal balik yang 
bersi fat aukar-e'la an tara warga DesajKelu-. 
ra.han dan atau antara warga DesajKelurah- 
an dengan Pemerintah Desa/Pemerintah Ke- 
lurahan untuk m·ernenuhi kebutuhe.n DesajKe- 
Lu rahan yang inaide·ntil maupun ber- 
kelangsungan dt1lam rangka meningkatkan k~ sejahteraan bersama baik mate~iil maupun 
spirituil •. 

6 



(3) a. Setiap Dusun sekurang-kurangnya di- 
bentuk 2 RW. · 

b. Setiap lingkungan ·sekurang-kurangnya- 
di ben tuk 3 RW. 

Pasal 6 

(1) Pembentukan RT dimusyawarahkan/dimufaka! 
kan oleh Kepala Dusun/Ke.p~a Lingkungan 
dengan Kepala Keluarga setempat. 

(2) 

Pasal 5 
Setiap RT terdiri dari: 
a. Sebanyak-:-banyaknya 30. Kepala Keluarga 

un tuk Desa; 
b, Sebanyak-banyaknya 50 Kepala Keluarga·. untuk Kelurahan. 
Setiap RW terdiri dari: . 
a. Sekurang-kurangnya 2 RT urrtuk' D.esa; · 
b, Sekurang-kurangnya 3 RT untuk KeluraJl an. . 

(1) 

Pasal 4 . 
RT dan RW dib~ntuk dengan maksud dan tuj.uan . 
untuk : 
a. ~emelihara dan melestarikan nilai - nilai 

kehidupan masyarakat Indonesia .Y~g ber- 
daaarken ke go tong royongan dan kekeluarg§ an; . . 

b, ~enin@jcatkan kelancaran pelaksanaan tugas 
pemerin tah, pembal)gunan dan kemasyaraka~- 
an; 

c, "1enghimpun selu.ruh potensi swadaya maaya- rakat dalam·usaha meningkatkan keeejahte- raan masyarakat. 

7 
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'. 
( 1) a. Anggo ta biasa RT adalah penduduk ae- 

tempat WN! yang terdaftar pad.a Kartu 
Keluarga yang di tentukan oleh Kepala 
Kelurahan dan sekurang-kuril.ngnya te- 
lah·6 (enam) bulan terus menerus ber- 
tempat tinggal di Desa/Yelurahan yang 
bersangku tan. 

b, K epala K eluarga WNA dapat menja,di an.s 
gota luar biasa •. 

c, K·eanggo ta~ berakhir. ko.rena :. 
1. ~eninggal dunia. 
2. Pindah tempat/keluar dari RT yang 

be rs an gKU tan. 
( 2) An.ggota RW adakah RT-Rr yant diwakili 

oreh. Pengurus RT. . . 

··:·. 
··"'" · BAB IV 

KEANGOOTAAN, · TlJGAS POKOK HA¥ DAN·KEWAJIBAN 
Pasal 7 

( 3) 

(2) Pembentukan BW dirnusyawarahkan/dimufakal 
kan .oleh Kepala Desa/1{:epala Kelurahan .d.t 
ngan Pengu~s RT se.tempat. · · · -, · · 
Hasil musyawarah/mufakat sebagai. dimak - 
sud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini di- 
kukuhkari dengan keputusan Kepala Desa/ 
K epu tusan Kepala K elurahan. 

( 4) Keputusan Kepala Desa/Keputusan Kepala 
.Kelurahan sebagai dimaksud ayat ·c 3) Pa - 
sal ini baru berlaku aetelah mendapatkan 
pengesahan dari Camat atas n~a Bupati· 
K epala Daerah. 

8 



Pasal 8 . 
Twgas Pokok RT dan RW adalah ·.: .. · · · · , -; . . 

.. : ... ,· . 
a. ~'ernbantu terwujudnya kehidupan m:~e;i:r.arakat 

be.razaeken Pancasila dan berlandaskan Un- 
dang-TTndang Dasar 1945, s·erta. berwawaS&Jl 
Nuaantara; 

b, ~enggerakkan gotong royong swadaya dan 
partisipasi masyarakat; 

e, "'embantu terciptanya ketentraman dan ke- 
terti ban dalmn rangka menunjang· stabili- 
tas Nasional; . . 

d, t-'embantu menyebar luaskan dan mengaman - 
kan progrrun pemerintah; 

e , venjembatani hubungan diantara anggota' 
masy~raka t dan an tara an:ggo ta masy·arakat 
dengan Pemerintah; 

r , Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan 
da.n pelah:sanaan Instruksi peraturan · per- 
undang-undangan kepada masyarak.at yang 
menjadi tanggung jawab Pemerintah; 

g. Be rpe ran· ak ti f da'l am mem ban tu tu gas pem- 
bi naan wilayah dan tugas pengelolaan da- 
lrun rangka menciptakan kelestarian lin·g- 
kungan hidup; . 

Pasal 9 
(1) Anggota RT dan RW mempunyai hak se·bagai 

berikut : 
a. 1-'engaju~an uau'I dan saran perti~l>~_&... ..... 

an serta pendapat dalarn musy awar-ah RT . 
dan RW; . . · .·· / ... 

b. ~emilih dan dipilih. se·bagai Pen·g;.ir\1s· 
RT dan RW, kecuali yang berstatua WN4,: 

9 
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(2) 

(1) 

:c 2) Anggo ta. bias a den luar bf.as a RT dan RW 
mempunyai kewajiban. sebagai be r-Iku t : 
a. ~ernatuhi/mentaati segala peraturan 

parundan g-urrdangan yang berlaku; 
b. Tu rut serta secara alt ti f me Iakaaneken 

hal-hal yang menjadi tugas pokok RT 
dan RW; 

c. Turut serta.secara aktif melaksanakan 
dan mengam~ka.n keputusan musyawarah 
RT dan RW. . 

Pasal 10 

( 1) Pen gurus RT terdir,i dari : 
a. Ketua; 
b, Sekretaris; 
c. Ben dahar-a; d. aeberapa pernbantu, sesuai dengan ke- 

butuhan dan bila dipan~ang perlu. 
( 2) Pen gurus RW terdiri dari : · 

a. Ketua; 
b, Sekretaris; 
c, Bendahar-a; 
d, Seksi.-seksi; 
e , Beberapa pemban tu , sesuai dengan .ice- 

bu tuhan dan bila dipanda,ng per'Lu , 

Pasal 11 

Pengurus RT dan Pengu·rus RW sebagai di- 
makau d pada Pasfl]. 19 ay·at (1) huruf a, b 
dan e dan ·&yat ·.{ 2) huruf a, b, dan c P~.t 
atur an Daerah ini dipilih dari dan o Le h 
an ggo ta dal am rnusy a.war ah an ggo ta,' 
Pengurus RT ·dan RW sebagai dimoksud pada 
Pasal 10 ayat (1) hurut d, dan ayat (2) 
huruf d dan c Peraturan Daerah ini, di- 

l-0 
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tunjuk oleh T<'etua mela.lui musyawarah/mura 
k at, den gan Pengurus .Lafnny a, - 

. Pasal 12 

. Dalam hal pengurus ·sebagai dimaksud pada Pa- 
aal 10 Peraturan Daerah ini belum dibentuk • 
Ke:pala Desa/ Kepala Kelur·ahan dapat menunjuk 
pen gurus semen tara paling lama 6 bulan dan 
segera dilaksnnakan pemilihan pengurus. 

Pasal 13 

( 1) Yane; dapat dipilih menjadi Pen gurus. RT 
dan Pengurus RW sebagoi dimaksud pada PJ! sal. 11 ayat (1) Peraturan Daerab ini adJ! 
lah pen du duk setempat WNI yang menjadi 
anggota RT dan RW yang mernenuhi. eye.rat 
se bagai be riku t : · 
a. Bertaqwa kapada Tuhan Yang Vaha Esa; 
e , Setia dan taat kepnda Negara dan Pem,t 

rintah; b. Setia dan taat kepada Pancasila dan 
TTndang-undang Dasar 1945; d. Berkelakuan baik. jujur. adil dan be~ 
wibawa; 

&. TidBk pernah terlibat langsung atau · tidak lan.gsung dalam suatu kegiatan 
yan.g ment)th1anat1 Negara Kesatuan Re- 
publik Indonesia yang \lerdasarkan Pan 
casila· dan Undang-undang Dasar ·1945 
seperti 0.3().S/PKI, dan atau kegiatan 
kegiatan organisasi terlar~g lainnya 

f. Tidak dicabut hak pilihnya berdaaar - 
kan Keputusan Pengadilan yang mem- 
puny(ll :kekuatan pasti; 

.g. Sehat·::jasmani danl;n>-hani; 
h. Dapat membaca dan menulis aksara la- 

tin;. 

11 

I'•' 



.................................... - __ . _ 

«. ( 3) 

·(l) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan oleh 
suatu. pant tia yang terdiri do.ri : 

, a. Kepala Duaun,IJ<epala Lingkungan se- 
bage:l. Ke tua; · 

b. Pe.muka masyarakat s e bagaf Sekretaris; 
c, Beberapa orang anggota yang di ten tu - 

kan oleh Ketua bila dipa:ndang perlu. 
( 2) Pero111han Pengurus RW df.Lak aanakan oleh 

suatu Pani tia yang .terdiri dari : 
a. Kepala l)esa,IJ(epala J(elurahan sebagai 

Ketua; 
b, Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris; 
c, Bebere.pa orang anggota yang ditentu - 

· kan oleh Ketua bila dipandang perlu. 
Rasil · pem111hal'.1 Pen gurus 'RT dan Pengurue 
RW eebagEl.i dimaksud pada ayat ( 1) dan 
ayat ( 2) Pasal ini diajukan oleh ·Kepala, 
Dese/Jt.epala Kelurahtm kepada Camat atas 
nama ~upati.Kepala Daerah untuk mendapa~ 
kan pengesahan. · · · ·· 

Pasal 14 

1 •. Telah berte·mpat tinggal tetap se- 
kur-ang-ku rangnye 6 bulan den gan. tidak 
terputus-pu tus. 

(2) Yang dapat ditunjuk menjadi Pengurus RT 
dan Pengurus RW sebagai dimaksud pada ,, 
Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini 
adalah· penduduk setempat WNI yang ter- 
daftfir pada Kartu Keluarga .dan telah bei: 
usia l? tahun ke ataa atau pernah kawin 
serta memenuh:j.. syarat sebagai dimaksud 
pada , aya t ( 1) . huru f a sampai dengan hu- 
ru·f 1 Paaal ini. 

12 



Pasal 15 
( 1) Pen gurus RT dan Fengurus RW bertugas dan 

berkewajiban untuk me Lakaanakan : 
a. Tu gas pokok RT dan RW se bagtd di- 

maksu d pada Pasal 8 Peraturan Daerah in1· · , . 
b, Tfeputusan musyawarah anggota dan men,g 

usahakan untuk ditaati den dilaksana- 
kan; 

c, Pembinaan dan menjaga kerukunan bidup 
ke ten tram an dan ke terti ban di dalam 
RT/RW yang bersan~utan demi untuk k~ 
majuan kesejahteraan warganya dengan 
cara mernbina dan meningkatkan kehidun 
an kegntong-royong. 

d, Ke1ancaran penyelenggaraan pemerinta!l 
an Des .. a,IR'elurahan guna membantu pe- 
laksanaan pe~bangunan serta mensukse~ 
kan program Pemerintah· 

e , Pela.ycman yan g sebaik-baiknya kepada 
warga RT/RW. 

t , Semua pe tun juk , peraturan, ~nstruksi yang dikeluarkan oleh Pe~erintah un- 
tuk d1taat1 dan dilaksruiakan oleh 
war-ga RT/RW den gan penuh kesungguhan. 

g.- Tugas kepengurusan den gan jujur, di- 
siplin tertib, cermat, penuh se~angat 
pengabdian dan tanggung jawab. 

· h. ~empuat laporan tertul~s mengenai ke- 
giatan kepenguruaen dan ke giatan yang 
telah dilakukan kepada anggota paling 

_ sediki t enam bu Lan sekali.· 
1. llelapo:rkan hal-hal · yang terjadi dalam. 

masyarak.at kepada kepala desa atau k~ 
po.la kelurahan. · 

j. ~emelihara.tertib adi!,inistrasi dank~ 
u·an gan RT/R-W. · · 

13 



a. li'e'1gadakan rapat-~apat P.W dan meng- 
un~g para· RT di wilayahnya un tuk 
menghadiri rapat dalam ran~a mengam- bi1 keputusan rapat berdasarkan musy§ 
•are.h untuk mufakat. 

b. ~endamaikan perselisihan atau per- 

14 

{ 2) Pengurus RT be r hak : 
a • flengadakan rapat-rapat 'RT dan meng- 

. un dang para an;ggo ta un tuk men gho.diri rapat dalam rangka mengarnbil keputus- 
an rapat berdosarkan musyawarah untuk "· murakat; 

b. ~endamaikan perseiisihrui atau persons 
ketaan yang terjadi an tar-a sesama w~ 
ga RT. 

c. tlengarnbil langkah-langkah demi kemajJ& 
an di lingkungan RT. 

d. ~elakukan pengawasan atws pelaksana.an 
kepu tuaan musyawarah RT. 

e. tleff!ber1kan nasehat , tegoran atau per.:. · 
ingatan baik lisan maupun tertulie k~ 
pada warga yang melanggar atau me- lalaikan kewajiban yang telah diputu~ 
kan dan d1sep.akat1 bersama dalam mu- 
syawarah. 

f. tlewakili rapat-raiat yang diselengga- rakan di tingkat w, Desa/Kelurahan, Kecrunatan maupun Instansi Pemerintah 
lainnya. 

g~ ~e~nmpaikan saran-saran dan per- tim an gen kepada Pengurus RW mengenai 
hal-hal yang berhubungan dengan mem- 
bantu k~lancaran pelakso.noan tugas p~ 
merintahan, pernbnngunan dan pemasynr~ 
katan, 

h. Vemilih dan d1p111h sebagai pen gurus. 
RW. 

{ 3) Pengurus RW berhak : 
~. 



,.o 

d<~po t 
wnso. b.::l}i 

An(l;'gota Ponr:urus PT dan Pen gu rus FW 
diganti a tnu be r-he n t t s e be lum habt s 
tinya da'l am ha'l : 

a. veninggol dunia; 
.b. Atas pcr~intaan sendiri; 
c. ve1~1~ulrnn t in dak an yo.ng r~P"'fhi Lan gk an lrn- 

ne r r vyann pen du duk 'flee- ... o t au Veluro.han 

''asa b:Jt~ti Pengurus PT dan Pe n gu r'us RW ado- 
1 o.h 3 t ahun terhi tune: tan e:r;o1 pen ge s ahan Ca- 
~a t atas nn~~ nunati Vepn)o Daerah dan dapot 
di pt 1 i h lu:~l' bo.l i lJ?l tuk mas a bak ti be ri ku tny a. 

P.lRal 16 

· s en gke t.c.an .YME; terjodi art.ar a sesama· 
RT atau war ganya, . · . 

c. Mengarn~i.l lan~ah-lan@kah demi .k_e·~ajg 
an di lingkungan. PW.·. · . .: ·· 

d, ~elakukan pen gawaean e tas pe Iuks anaan 
kepu tusan musyawarah RW. 

e. l·.'emborikun naseha t, tago r-an a tau' 'per= 
ingn tan liso.n maupun t.er-tu Lt e · kepada 
warga yang melanggar J).tau melala.ikan 

t , µewa.ki.li rapa:t-r~pat yang dt se Len gga- 
·rakan di tingkat Fll', nesa ,ll(elurahan, 
Ke cama tan maupun Jnstansi Pel'l"erintah 
Lad nny a, · · 

g, wenyar.ipai.kan sar.:m-soro.n dan per- 
.. t imban gan ke pe da v e na Ln rusun /J( epo.la 

Llne>irnngo.n yv,en~enai hal-hal yunr L1::.1- 
hubun gan den gnn me""bantu k e l.en oar-an - 
pel.o.ksnnaan tu gas pt1rnerintah, pel"'- 
ban gunan don ke"1::,1~vl\rakata.n. :::·, , ...... 

( Ii) Pen gurus PT don Pen gurus 'RW me Lc no rk an - · ·, 
ae ga.La kcgtoton k er ada on gr-o t a · me l o l uf 
l'!"Uf:,yov:arah nnr,e;o ta. · 

11:; 



(1) µusyawarah RT dan RW merupakan wadah Pe~ musyawara:tan dan permu faka:tan anggo ta 
dalam lingkuttgan. 'PT dan Rtv. 

. BAB VI 
f.'USYA lPARAH ANGOOTA 

P.asal 19 

Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus 
RT atau pemberhentian/penggantian· se- 
belum.habis rnasa baktinya, Kepala Dusun/ 
Kepala Lingkungan berkewajiban memberita 
hukan kepada anggota tentang pemberhentI 
an/penggantian pengurus dan melaporkan - 
ny a k epada K epal a fies aft' epal, a F' el u rahan , 
Setiap berakh~rnya masa bakti Pengurus 
RW atau pembe~~tian/penggantian peng- 
urus sebelum h'~l?i:~ mesa baktinya, Kepala 
De:sa/J{epala Kelurahan berkewajiban mem- 

.ber1 tahukan k ep ada an ggo ba tentang pem- 
berhentian/penggantian pengurus dan me- 
laporkannya kepada camat • 

( 2) 

( 1) 

. Paaa'I 18 

"· 

terhadap ke.pe~impinannyo s e bo gaf Pengurus 
RT a tau Pengu·rus RW; 

d, '.N.dt3.k lagi. memenuhf se.l.ah aa tu syarat 
ya.ng 'di tentukan daLam Pa-sal 13 Peraturan 
Dae rah ini; · 

e. P'indab te.mpa t tin.ggal dari lingkungan RT 
atau RW yang bersangl.rntan. 

r •. C,ebab-sebab lain yang berte·ntang dengan 
ketentuan peraturan perundang ~ undangan 
dan atau no rma-no rma ke ht dupan maeyar-aka t 
Desa atau Kelurahan • 

1.6 
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BAB VII 
KEUAN·GAN 

Paaal 20 

( 1) Ji euan gan RT dan RW dapa t di P': ro 1 eh dari: 
a. Juran tetap para an ggc taj 
b, Sul!'bangan-sumbangan yan.g .ti dak meng- 

ikat; 
· c,: TTsaha-usaha lain yang sah. 

( 2) 'Pen en tuan besarnya iuran RT/R'.A.' dan pen,g 

( 2) ~usya war-ah se bagai dimaksud pada ay at ( 1) 
Pasal ini berfungsi untuk: 
a. Vemilih pengurus; 
b. Menentukan dan merumuskan program ke£ 

ja; 
c, Menerima dan mengesahkan pertanggung 

Jawaban Pen gurua , 
( 3) Vusyawarah RT dan RT•1 un tuk men en tukan 

dan me rumuskan pro grarn diadakan sel<uran.e; 
kurangnya dua kali ·dalam 1 tahun~ 

( 4) ~usyawarah RT dan Rt" sebagai dimaksud p~ 
da ayat (1) Pasal in1 dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila. 
dihadir1 oleh lebih dari separoh jumlah 
anggota. 

( 5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota s~ 
bagai dimaksud pada ayat ( 4) Pasa), ini 
selama dua kali berturut-turu t, maka mu.- syawarah beriku tnya dio.nggap aah dan da- pa t menetapkan suatu keputusan setelah 
mendengar pertimbangan Camat. 

( 6) Kepu tuean musyawar-ah ae bagaf df.mak su d p~ 
da ayat (1) Pasal ini ditetapkan ber- dasarkan musyawarah / mufakat. 

17 



r. ) 

RT don RW ying $Udah ado pada saat berl~~u - 
11yn Pcrnturan T'neroh ini, dfny a t.ak an seb:lr:oi 
RT dan FW menu ru t Pcr:-din·--:i.n rricrnl-1 jni. 

FA n X 
¥ P'l'li:J\1 'T'll AN PENU TUP 

Pa~w.l 23 

Cama t a tas n ar-a Fu.r,::i.ti Yc-po.lD flue:rnh, ~epo.1a 
ncso/F c:,-Jo.la Y e I u r-a han mo lr.:\'t ,~o.ncllc::an per bt.naan 
t e nhadap k e pe n gu ruaan 'R7J' d::i.ri P11' un tuk men- 
capaf doyo. gunn dan h:,i,; I giv1,"'l. ytJ.ng Sf) b.: :-:o.r- 
bes~rnro. 

BA n IX . 
P'F.VRJNAAN 

Panol 22 

secorn 
s e car a 

1 ~ oyr.1 t 

teko.y aan R'J' dan F1'.' d.l.ndrrij n:i. s tr:).t;LI kan 
:.>~1f~:rti b dan teratur ae r ta d:i.laporkan 

....... ,,t.:~rtulis sebagai d.lrn,'lk::,Dd p::ida !)Osol 
(1) hu ru f h Pern.turon T"o.cri).h ini. 

gunaanny a df a tur t.e r s endf ri da l am musya- 
. wa rah mas Ln g-mas j, n g PT /'R1.A?. 

( 3) Pen ge Lo Laan keuan gan ymifr, df.pe ro Le h da r'L 
surober s e ba gaf, dimakr.·md pada ayo t .( 1) PQ. · 
sol ini, diad~inistro.sikan secara tertib 
dan teratur serta ~ewbuat lnnoran ter- 
t:..1lis sei::-ogai dtmaksud tia da T)o.sal 1 c, 
ayat (1) huruf h Peroturan no.erah ini. 

BAP VTJT 
J(F,¥AVAAN 

Po.so.l 21 

18 
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ttd. co.p ttd. cap. 

RH rA rrr i:n'PALA DA F:FA ~i 

'J'1NWr..'I' TI SD·'AFr.~.:r: 
f\l~1··AN Pf'R'·'·'AJ(JLP,N RAVVA'T 
f'A T;:RA H K J\ PUP A TT.'N r r.Y? /\ F 

T:r N GI< AT JI SP" J\ P fl~: n 
yr.''l'U A ' 

Perotur~n raerah ini ~ulo.i hlrl~ku pada tBnE 
.. gal df.un dcn gk an , 
A gar- s e t.Lap orang clupo t rnt:ni0 tohuinya me- . .- .. 
rr.erintahkein pen gun dan gnr: Peraturan Daer-ah 
ini dengun pene~patonnyn dalam Le~oaran Dae- 
r-a h Vobupatcn T'o.erah 'J'ingknt TJ ~emo.:c0ng. 

Paaa I · 26 

Pasal 25 

~To.1-hnl yang belurn da.n tu r dalarr P e r-c tur-an n,g .·. 
erah ini akan diatur ke~udian oleh. Eupati 
uepo.la roerah sepo.njang men genaf peln.ln=:onaan· 
ny a, 

net" e;o.n be r-Lakuny a re rot rr-an nneroh· ini rn.:ikc) 
aemua ke t.en tuau yang rn0.n1:.ntur RT dan 'RII' dan 
keten tuan-k e ten tu an ln:! 11 .Y '"FlF h,: ··· I fY·1 tT • ~-1~ - 
<:enro.n Peraturnn T'aernh ini di ny o t.ok an · tido.k 
be r-Laku lngi. 

Pns a I 24 
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.C', 

cap. ttd. 

Diundn:ngi{cn dalorn t,e.nbornn n~eroh Ko.bupute·n 
T)o.ero.h Tingkot IT ·c;eTl'l;cro.ne t0:nggal 29 Juli "· 
1986 ~eri D Norno r c,; T·~hur. 19e6. 

nisyal1han oen gar .C-:,urat lferm tu;-;:o.r, r.o.ubernur- ¥e 
pn'l a T'aer0:h Tingknt I ~rawa "renfDh tont;(.'.:11 b 
Vei 1986 Nomo r' : 188. 3/128/1936. 

20 



Cul~p jerlas Posru. 6 ay.-~t · ( l ) 

Pene t apan Peraturan T'aerc.h tento.nt - 
Susunan 0rgnniA·o.si dan··'T':::ta l<erja Rukun 
Tetuncr,r.i.· dan Rukurr wo.rgo pa da hakek e tnyc 
u11 tuk mer-an tnpk an peny e Len e;go.rao.n peme · - 
rin t ahan rie-sa/T'·el'!"0rin t.ohan l< e Lur-ahan se- cara ber.dayo _guna dan berho.sil guna do- 
larn rnc~bino. dan ~elestarikon nil~i-nilai 
k e lri dupan r-asya r-elcn t JndonP--sia yang ber- 
dae arkar, ke·e:o tong royon gan dan kc-keluor- 
go.an dalorn r-en i n@{0 Lk an pe L .. iy anon l"'f~sya- 
r-ak a t dan kcr-;ejor.tc·rnan bere er-a, · 

&lhwo berriubun g dPng"::i.n ho.l t e r-se bu t.- 
dj e tcs .dan sej~lan den gan Pe rc tur on t-Aen 
teri nalaJI· tJegerf NOl"Or -7 1:r"o.hU:n" .19e3 teS:" 

.tane Perr.be, tuk an Hukun 're-tane:ga· · dan -:Ru- : · .. 
kuri "'arga; l'!'t\ka ·dipim OQ>n°g . peF.lU. !'!'C.~C"f<'lp!'.'. 
kan Susunan Organisa-si dan Toto ·xe.rj:a R!!;. 
kun 'T'e tan fC:O. don Rukun u·a.r·ga dilJ..-am·: wf.ln- 
Y ah ¥ abupe ten T'ac re h 'T'i n gi\ at J J Se-T'"'l.l~n.F, ·dolam suatu Pcroturan roeroh. 

J J. PBT·JJELAqA,N PA SAL TYF.:t.'J i'A~J\L. · 
Pnsal 1 s/ d P.:)Sal 5 Cuk-up· jel as , 

I. p~~J~LASAN uvu~. 

. . . 
A 'J' A S 

PT:'R.A.TU~·f\N· !'A~R·AF K"AHJf."A"'T'F.N r,A,:f.'P'Jl-H .'l'}N~r~ro'T':·lI 
S F.~'AR M1·r, 

N('"'OR 7 TA Hll'N 198 5 
'J'FNTANG 

SllSllNAN OPGANJSASI I'A N TATA Kf.RJA RUT<UN TE- 
TA"N <1nA DAN RIT¥UN ·v1A'RGA DALAJJ VIJLAYAH KAPU-PA- 
TEN nA~'RflP TTNGKAT I! sr:-i•ARANG. 

P E N J E L A S A N 

21 
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Cukup jelas. 
Yang dirnaksud· dengan. 
musyawar-ah/r-u t'aka t ada 
la.h mueyawe rah ·yen g- 
rnenghasilkan mu rak at., 

: Poda ·pokoknya f.eputu2 
an Kepala DesajKepu - 
tusan fepala lelurah- 
an un tuk berla.kunyo - 
se te Lah men dapa t pe- · 
n ge aahen dari Cama t 
at as nama Bupa td K.e-. 
pala Daerah adalah 
yang : 
a. Venetapkan ketenty 

an-keten tuan yang 
be rsi f a t 'men ga tu r; 

b .• .,..,enetapka.n segala 
seauatu yang me- 
nyangl<ut kepentin£ 
an maay ar-ak at d1 
lin gkun gan RT I RW 
yo.n g be rsangku tan. 

: Cukup jelo.s. 
Yang: diniaksud den gen 
pen du duk sete?!'pat WNJ 
adalah WNI yang ber- 
tel'!"pa t tin ggal di RT/ 
RW yang-bersarigi{uton- 
dan ~emenuhi syarat - 
syar-a t untuk dipilih. 
Pengertian kegiatan·- 
terlara.ng .ada'l ah per- 
buatan-perbuatan. yang 
dilarang menurut per- 
atur-cn pe rundan g - un 
dan gan yang .be r-Laku - 

22 

Petsal 7 s/d Posa.I 12 
Poso.1 .13 

P.aso.l 6 a.yat (4) 

Po.sal 6 oyat (2' 
Paaa'l 6 aya t ( 3) 
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Posal 14 c/d Po.sol 20 Cukup jel~s. 
Pnsal 21 Yang dii!!aksud den gan 

kek ay aan 'RT/RW ada- 
Lah segala ··kekayaan 
dan aunbe r penghrisi!. 
an bagi RT/~w yong 
be r-aan gi{U tan. 

Pasal 22 s/d Pasal 26 ~u~ur jelas. 

seperti kegiatan-ke- 
giatan organisasi te~ 
Lar-en g lainnya. 
Peraturan ~aerah ini 
mene tapkan sekurang- 
kurangnya · urnur 17 T~ 
hun ke atas atau per 
nah kawin ya.ng dapat 
dipilih ~enjadi penE 
urus RT/RW den gan 
pertirobangan bahwa 
dala.ft' usia inilah p~ 
da urnu~nya orang di- 
pandang audah cukup 
dewaaa , 
Vang dimaksud dengan 
sehot jas~ani dan 
~okhani adalah sehat 
j~s~ani dan rokho.ni- 
nya yang menurut pe- 
nilaian marnpu me- 
laksanokan tugas - 
tugas dan pekerjaan 
sebagai pen gu rus RT/ 
RW. 

23 


